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KATA PENGANTAR

Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KB Nasional setiap tahun melakukan

pengumpulan data laporan Rek.Prov K/0/Klinik KB/08. Laporan Rek.Prov K/0/KB/08 ini
memuat data Potensi Jumlah Klinik KB menurut klasifikasi klinik, jumlah tenaga pelayanan
dan yang telah dilatih, serta sarana perlengkapan klinik KB yang bisa dipergunakan. Data
Potensi Klinik KB Nasional Tahun 2010 disusun berdasarkan laporan Rek. Rek.Prov K/0/
KB/08 yang dikirim oleh 33 Provinsi ke Pusat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh BKKBN Provinsi dan SKPD-KB
Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan laporannya tepat waktu dan lengkap. Dengan
disusunnya Data Potensi Klinik KB Nasional tahun 2010 maka tersedia data potensi klinik KB
sehingga dapat digunakan untuk pemantauan dan perencanaan program KB Nasional.

Kami menyadari masih adanya keterbatasan dalam penyusunan Data Potensi Klinik
KB Nasional Tahun 2010 ini. Untuk itu kami mengharapkan saran perbaikan dan masukan
untuk penyempurnaan yang akan datang dan semoga karya ini dapat bermanfaat untuk
kepentingan pengelolaan Program KB Nasional.

Jakarta, Februari 2011
Direktur Pelaporan Dan Statistik

Rachmat Santoso, SE, MPA
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PENDAHULUAN 1

Kartu K/0/KB/08 adalah kartu yang digunakan untuk pendaftaran baru dan
pendaftaran ulang dari semua klinik KB. Pendaftaran klinik KB baru dilakukan setiap saat
setelah peresmian/pengukuhan klinik KB yang bersangkutan dan setiap tahunnya dilakukan
pendaftaran ulang kartu pendaftaran klinik KB pada awal bulan Januari. Laporan umpan
balik data potensi klinik KB nasional tahun 2010 berdasarkan dari Rek.Prov K/0/ KB/08 dari
BKKBN Provinsi yang diterima oleh Direktorat Pelaporan dan Statistik dan dipadukan
dengan Laporan Rek.Prov K/0/ KB/08 dari web online yang dikembangkan oleh Direktorat
Pengolahan dan Teknologi Informasi. Provinsi Gorontalo dan Maluku Utara saja yang
mengirimkan laporan Rek. Prov K/0/KB 08 tahun anggaran 2010 pada bulan Januari 2011.
Sedangkan untuk provinsi lainnya data berasal dari laporan web online.

Tujuan dari umpan balik data potensi klinik ini adalah tersedianya data potensi klinik
KB sehingga dapat digunakan untuk pemantauan dan perencanaan program KKB Nasional.
Diharapkan dari umpan balik data potensi klinik ini, dapat dimanfaatkan secara maksimal
untuk mendukung program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sehingga
sasaran program KKB dapat tercapai.

Laporan data potensi klinik KB Nasional tahun 2010 ini berisikan informasi yang
terdiri dari :

a. Jumlah Klinik yang ada
b. Jumlah Klinik KB menurut status kepemilikan
c. Jumlah Klinik menurut klasifikasi
d. Jumlah pimpinan klinik KB berdasarkan profesi
e. Jumlah petugas klinik KB terdiri dari dokter, bidan, perawat kesehatan dan tenaga

administrasi
f. Jumlah petugas klinik KB yang pernah dilatih mengenai IUD, MOP, MOW, Implant,

KIP/konseling serta pencatatan dan pelaporan.
g. Sarana perlengkapan klinik KB.
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DATA POTENSI KLINIK KB TAHUN 2010 2

2.1 Jumlah Klinik KB

Klinik KB adalah tempat/lokasi yang secara tetap memberikan Pelayanan KB dan
Kesehatan Reproduksi kepada klien/masyarakat/PUS, dari yang sifat pelayanannya
sederhana, seperti di Puskesmas/Puskesmas Pembantu, sampai pada tingkat yang sangat
canggih pelayanannya (paripurna) seperti di Rumah Sakit besar. Pada tahun 2010 jumlah
klinik KB yang ada tercatat sebanyak 23.926 klinik. Berdasarkan status kepemilikan atau
pengelolaan klinik KB terdiri dari :

1. Klinik KB pemerintah sebanyak 20.050 (83,80%) klinik,
2. Klinik KB swasta sebanyak 3.876 (14,28%) klinik.

Klinik KB swasta sebagian besar masih tersebar di provinsi-provinsi di Jawa dan Bali. Berikut
persebaran status kepemilikan klinik menurut provinsi :
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Gambar 1. Grafik Persebaran Status Kepemilikan Klinik Menurut Provinsi
Tahun 2010

Jika sarana klinik KB ini dibandingkan dengan sasarannya yaitu Pasangan usia
subur yang berjumlah 44.738.378 PUS, maka rasio kemampuan satu klinik melayani
sekitar 1.870 PUS. Rasio kemampuan pelayanan klinik KB tertinggi terdapat di
Provinsi Jawa Tengah yaitu 3.638 PUS per klinik dan terendah adalah Provinsi Papua
Barat yaitu 301 PUS per klinik. Gambaran rasio perbandingan sasaran PUS dan
jumlah klinik KB tahun 2010 menurut provinsi sebagai berikut :
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Gambar 2. Grafik Persebaran Rata-rata Kemampuan Klinik KB Melayani PUS
Menurut Provinsi Tahun 2010

Klasifikasi Klinik KB terdiri dari klinik KB Sederhana, klinik KB Lengkap, klinik KB
Sempurna dan klinik KB Paripurna. Berikut definisi masing-masing klinik KB:

 Klinik KB Sederhana adalah klinik KB yang dipimpin oleh minimal seorang
perawat kesehatan selain dari bidan yang melayani cara-cara KB Pil, Suntikan,
Kondom dan Obat Vaginal.

 Klinik KB Lengkap adalah klinik KB yang dipimpin oleh minimal seorang bidan
atau perawat kesehatan yang terlatih dan dapat melayani pemakaian alat
kontrasepsi KB, kecuali Implant dan Kontrasepsi Mantap.

 Klinik KB Sempurna adalah klinik KB yang dipimpin oleh minimal seorang
dokter yang terlatih KB dan dapat memberikan pelayanan pemakaian alat
kontrasepsi untuk semua cara.

 Klinik KB Paripurna adalah klinik KB yang dipimpin oleh seorang dokter yang
terlatih KB dan dapat memberikan pelayanan kontrasepsi keluarga berencana
untuk semua cara KB, serta dapat juga melayani rekaanalisasi.
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Pada tahun 2010, dari 23.926 klinik yang ada, terdiri dari :
1. Klinik KB Sederhana sebanyak 16.939 klinik (70,80%),
2. Klinik KB Lengkap sebanyak 5.681 klinik (23,74%),
3. Klinik KB Sempurna sebanyak 971 klinik (4,06% ),
4. Klinik KB Paripurna sebanyak 335 klinik (1,4%).
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Gambar 3. Persentase Klasifikasi Klinik KB Tahun 2010

Jadi, lebih dari 90% Klinik KB di Indonesia merupakan klinik KB sederhana dan
lengkap. Persebaran klasifikasi klinik KB menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar
berikut :
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Gambar 4. Grafik Persebaran Klasifikasi Klinik KB Menurut Provinsi Tahun 2010
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Provinsi Kalimantan Tengah, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Aceh, Kepulauan Riau,
Jambi, Baengkulu, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Papua, Lampung, Sumatera
Selatan, Nusa Tenggara Barat, Banten, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Maluku, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan
memiliki lebih dari 70 % klinik KB sederhana. Sedangkan Provinsi Kalimantan Barat
memiliki klinik KB sederhana terendah yaitu 16,67% dari klinik yang ada diprovinsi
tersebut. Sedangkan, Provinsi Papua Barat hanya memiliki Klinik KB sederhana dan
lengkap.

2.2 Jumlah Pimpinan Klinik KB

Klinik KB dalam menjalankan tugas pelayanan dilakukan oleh seorang
pimpinan Klinik KB yang berasal dari tenaga dokter, tenaga bidan, tenaga perawat
kesehatan dan tenaga lainnya. Dari 23.926 klinik, jumlah pimpinan klinik yang tercatat
sebagai berikut :
1. Berasal dari tenaga dokter sebanyak 7.900 (33,02%)
2. Berasal dari tenaga bidan sebanyak 12.779 (53,41%)
3. Berasal dari tenaga perawat sebanyak 2.859 (11,95%)
4. Dan yang berasal dari tenaga lainnya sebanyak 388 (1,62%).

Pimpinan klinik paling banyak berasal dari tenaga bidan baik di wilayah Jawa Bali,
Luar Jawa Bali I dan Luar Jawa Bali II. Sedangkan persebaran pimpinan klinik KB yang berasal
dari tenaga dokter sebagai berikut :

1. Di wilayah Jawa Bali, pimpinan klinik KB dari tenaga dokter untuk provinsi DKI Jakarta,
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta diatas 60%, Provinsi Banten, Jawa Timur dan Jawa Barat
sekitar 30%. Namun di Provinsi Bali pimpinan klinik KB dari tenaga dokter hanya 10,89%.

2. Di wilayah Jawa Bali I, untuk provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Utara sebanyak 50%
lebih klinik KB dipimpin oleh seorang dokter. Untuk Provinsi Bangka Belitung kurang dari
10 % klinik KB yang dipimpin oleh dokter. Dan untuk provinsi lainnya sekitar 20-50%
klinik KB telah dipimpin oleh seorang dokter.

3. Wilayah Luar Jawa Bali II untuk Provinsi Riau sebanyak 74,40% klinik KB yang ada
diprovinsi tersebut, pimpinan klinik KB berasal dari tenaga dokter. Dan di provinsi
Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah kurang dari 10% klinik KB yang dipimpin oleh
dokter.
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Tabel 1. Persentase Pimpinan Menurut Provinsi Tahun 2010

Provinsi Dokter Bidan Perawat Lainnya
DKI Jakarta 82,05 16,17 0,99 0,79
Jawa Barat 27,01 65,35 5,80 1,85
Jawa Tengah 66,98 26,31 2,91 3,80
DI Yogyakarta 62,02 29,07 2,71 6,20
Jawa Timur 29,11 62,20 8,29 0,40
Bali 10,89 88,57 0,54 0,00
Banten 30,05 63,55 5,37 1,02

Jawa Bali 37,40 55,50 5,50 1,60

Aceh 47,38 40,09 11,52 1,02
Sumatera Utara 53,15 37,85 7,98 1,02
Sumatera Barat 31,07 44,78 18,05 6,11
Sumatera Selatan 21,19 63,27 14,55 0,99
Lampung 23,71 42,81 32,40 1,07
Nusa Tenggara Barat 13,75 75,29 10,14 0,82
Kalimanatan Barat 38,01 42,40 12,87 6,73
Kalimantan Selatan 27,44 57,44 12,05 3,08
Sulawesi Utara 50,52 34,26 14,88 0,35
Sulawesi Selatan 39,42 45,47 12,75 2,37
Bangka Belitung 8,97 78,21 11,54 1,28
Gorontalo 29,84 42,74 20,97 6,45
Sulawesi Barat 20,56 51,40 24,30 3,74

Luar Jawa Bali I 33,13 49,91 14,89 2,07

Riau 74,40 22,49 2,15 0,96
Jambi 14,68 62,00 21,95 1,37
Bengkulu 10,29 69,43 14,57 5,71
Nusa Tenggara Timur 49,37 26,16 24,26 0,21
Kalimantan Tengah 8,51 48,26 41,98 1,26
Kaliamnatan Timur 29,72 59,65 9,84 0,79
Sulawesi Tengah 8,49 72,20 18,82 0,49
Sulawesi Tenggara 15,33 64,72 18,98 0,97
Maluku 24,60 59,68 15,73 0,00
Papua 23,32 50,13 26,01 0,54
Maluku Utara 37,21 56,40 6,40 0,00
Papua Barat 28,42 56,83 14,75 0,00
Kepulauan Riau 41,75 46,39 11,86 0,00

Luar Jawa Bali II 24,63 54,40 19,93 1,04

Nasional 33,02 54,41 11,95 1,62

2.3 Jumlah Tenaga Klinik KB

Informasi tentang jumlah tenaga medis tahun 2010 yang telah mendapatkan
pelatihan teknis disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tenaga Medis Yang Telah Mendapatkan Pelatihan Teknis Tahun 2010

IUD MOW MOP Implant KIP RR

Dokter 20.135 5.497 2.673 2.038 4.782 4.502

(27,30%) (13,28%) (10,12%) (23,75%) (22,36%)

Bidan 70.964 26.811 23.920 19.004 12.413

(37,78%) (33,69%) (26,78%) (17,49%)

Perawat Kesehatan 49.898 3.420 2.799

(6,85%) (5,61%)

Tenaga Administrasi 15.761 3.797

(24,09%)

Tenaga Medis Jumlah
Pelatihan Teknis
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Dari jumlah tenaga tersebut dilaporkan bahwa :
1. Dari tenaga dokter klinik KB yang ada sebanyak 20.135 dokter, yang telah

mendapatkan pelatihan insersi IUD sebanyak 5.497 dokter (27,30%), pelatihan MOW
sebanyak 2.673 dokter (13,28%), pelatihan MOP sebanyak 2.038 dokter (10,12%),
Pelatihan insersi Implant sebanyak 4.782 dokter (23,75%) dan pelatihan KIP Konseling
sebanyak 4.502 dokter (22,36%).

2. Ada 70.964 tenaga bidan yang tercatat di klinik KB dan telah dilatih insersi IUD
sebanyak 26.811 bidan (37,78%), dilatih insersi Implant sebanyak 23.910 bidan
(33,69%), dilatih KIP sebanyak 19.004 bidan (26,78%) dan dilatih tentang Pencatatan
dan Pelaporan Program KB Nasional sebanyak 12.413 bidan (17,49%).

3. Sebanyak 49.898 perawat kesehatan klinik KB, telah mendapatkan pelatihan KIP
sebanyak 3.420 orang (6,85%) dan Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Program KB
Nasional sebanyak 2.799 orang (5,61%).

4. Dari 15.761 tenaga administrasi klinik KB, 3.797 orang atau 24,09% telah dilatih
Pencatatan Dan Pelaporan Program KB Nasional.

Berikut Persebaran Tenaga Pelayanan KB menurut provinsi yang telah
mendapatkan pelatihan teknis :
1. Dokter yang telah mendapatkan Pelatihan Teknis

Berdasarkan Gambar 5 dapat dilaporkan bahwa, provinsi yang telah melatih diatas
50% lebih dokter untuk insersi IUD yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Papua Barat.
Sedangkan Provinsi Banten, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Papua dan Kalimantan
Timur hanya melatih kurang dari 10 % dokter untuk melakukan insersi IUD.
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Gambar 5. Persentase Dokter Yang Telah Dilatih Insersi IUD Menurut Provinsi
Tahun 2010
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Gambar 6. Persentase Dokter Yang Telah Dilatih MOW Menurut Provinsi
Tahun 2010

Pada Gambar 6 menginformasikan tentang persebaran dokter yang telah dilatih
MOW. Di Provinsi Sumatera Utara 41,49% dokter yang ada telah dilatih MOW dan
provinsi Maluku Utara hanya 0,85% dokter yang mendapatkan pelatihan MOW.

Sedangkan dokter yang telah mendapatkan Pelatihan MOP, persentase tertinggi pada
provinsi Bali (31,14%) dan yang terendah adalah provinsi Gorontalo (0%). Gambar 7
menjelaskan persebaran persentase dokter yang telah dilatih MOP tiap provinsi.

Persentase pelatihan insersi Implant bagi para dokter tiap provinsi dapat dilihat pada
Gambar 8, provinsi Papua Barat telah melatih 63,93% dokter, sedangkan Provinsi
Papua dan Kalimantan Timur kurang dari 7% dokter yang dilatih insersi Implant.
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Gambar 7. Persentase Dokter Yang Telah Dilatih MOP Menurut Provinsi
Tahun 2010
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Gambar 8. Persentase Dokter Yang Telah Dilatih Insersi Implant
Menurut Provinsi Tahun 2010
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Di Provinsi Papua Barat dan Sumatera Utara, 50 % lebih dokter yang ada telah dilatih
tentang KIP/Konseling Pelayanan KB. Dan di Provinsi Maluku Utara, belum ada dokter
yang dilatih tentang KIP/Konseling. Keterangan Selengkapnya dapat dilihat pada
Gambar 9.
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Gambar 9. Persentase Dokter Yang Telah Dilatih KIP/Konseling
Menurut Provinsi Tahun 2010

2. Bidan yang telah mendapatkan pelatihan teknis
Provinsi Papua Barat melaporkan 82,17% bidan telah dilatih IUD. Sedangkan Provinsi
DI Yogyakarta, Bali dan Jawa Barat melaporkan 50 % lebih bidan yang ada telah
dilatih untuk melakukan insersi IUD. Untuk Provinsi Papua melaporkan bahwa bidan
yang telah mendapatkan pelatihan insersi IUD hanya 3,15% dari bidan yang ada.
Persebaran bidan yang telah dilatih insersi IUD dapat dilihata pada Gambar 10.

Gambar 11 menunjukkan bahwa 81,12% bidan di Provinsi Papua Barat telah mendapatkan
pelatihan Insersi Implant. Provinsi Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa
Tengah dan Maluku telah melatih insersi Implant kepada 40% lebih bidan di provinsi
tersebut. Sedangkan di Provinsi Papua hanya melaporkan 3,21 % bidan yang telah dilatih.
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Gambar 10. Persentase Bidan Yang Telah Dilatih Insersi IUD
Menurut Provinsi Tahun 2010
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Gambar 11. Persentase Bidan Yang Telah Dilatih Insersi Implant
Menurut Provinsi Tahun 2010
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Pelatihan KIP/Konseling tentang KB di Provinsi Papua Barat telah dilatih pada 71,68%
bidan. Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur melaporkan bahwa telah melatih kepada
sekitar 40% lebih bidan. Sedangkan Provinsi Papua, Nangroe Aceh Darussalam,
Maluku, Kepulauan Riau dan Kalimanatan Timur hanya melaporkan kurang dari 10 %
bidan di provinsi tersebut yang telah dilatih KIP/Konseling tentang KB.
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Gambar 12. Persentase Bidan Yang Telah Dilatih KIP/Konseling
Menurut Provinsi Tahun 2010

Sedangkan pelatihan tentang Pencatatan dan Pelaporan Program KB Nasional,
Provinsi Papua Barat telah melatih 75,52% bidan. Sedangkan Provinsi Papua, Aceh,
Maluku Utara, Kalimantan Timur dan Banten melaporkan kurang dari 10% bidan yang
telah dilatih. Berikut persebarannya menurut provinsi :
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Gambar 13. Persentase Bidan Yang Telah Dilatih Pencatatan dan Pelaporan
Program KB Nasional Menurut Provinsi Tahun 2010

3. Perawat yang mendapatkan Pelatihan Teknis
Provinsi yang melaporkan 15% lebih tenaga perawat yang telah dilatih KIP/Konseling
adalah provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Sedangkan Papua Barat dan
Maluku belum ada tenaga perawat yang telah dilatih KIP/Konseling. Keterangan
Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 13.

Pada Gambar 14 menjelaskan tentang tenaga perawat yang telah dilatih pencatatan
dan pelaporan program KB nasional, untuk semua provinsi telah melaporkan lebih
dari 80% tenaga perawat yang ada belum dilatih. Bahkan semua tenaga perawat di
provinsi Papua dan Papua Barat belum dilatih tentang Pencatatan dan Pelaporan
Program KB Nasional.
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Gambar 14. Persentase Tenaga Perawat Yang Telah Dilatih KIP/Konseling
Menurut Provinsi Tahun 2010
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Gambar 15. Persentase Tenaga Perawat Yang Telah Dilatih Pencatatan dan
Pelaporan Program KB Nasional Menurut Provinsi Tahun 2010



Data Potensi Klinik KB Nasional Tahun 2010 Halaman 16

4. Tenaga Administrasi yang mendapatkan Pelatihan Teknis
Di Provinsi Sumatera Utara, tenaga administrasi telah mendapatkan pelatihan
tentang pencatatan dan pelaporan Program KB nasional sebanyak 58,46%.
Sedangkan provinsi lainnya 50% lebih tenaga administrasinya belum mendapatkan
pelatihan tersebut. Bahkan di provinsi Papua barat belum ada tenaga administrasi
yang dilatih tentang pencatatan dan pelaporan program KB nasional.
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Gambar 16. Persentase Tenaga Administrasi Yang Telah Dilatih Pencatatan dan
Pelaporan Program KB Nasional Menurut Provinsi Tahun 2010

2.4 Sarana dan Perlengkapan Klinik

Setiap klinik diharapkan dilengkapi dengan sarana dan perlengkapan untuk
melakukan KIE dan pelayanan KB. Sarana dan perlengkapan klinik KB yang
dibutuhkan antara lain adalah IUD KIT, Implant KIT, Vasektomi KIT, Minilap KIT,
Konseling KIT, Meja Genikologi, Laparoscopy, Laprocator, Ruang Operasi, Micro
Surgery, Tensimeter, Sterilisator uap dan needle destroyer manual. Pada laporan
K/0/Klinik KB/08 ini, telah diinventarisir jumlah sarana dan perlengkapan klinik KB
yang dapat dipergunakan.

Apabila jumlah sarana klinik KB yang dapat dipergunakan dibandingkan
dengan jumlah klinik KB maka rata-rata klinik KB memiliki sarana tersebut sebagai
berikut :
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Tabel 3. Sarana Klinik KB yang Dapat Dipergunakan Tahun 2010

Sarana dan Perlengkapan Klinik KB Jumlah %

IUD KIT 21.483 89,79

Implant KIT 16.478 68,87

Vasektomi KIT 1.487 6,21

Minilap KIT 894 3,74

Konseling KIT 4.356 18,21

Meja Ginekologi 15.684 65,55

Laparoskopi 581 2,43

Laparokator 386 1,61

Ruang Operasi 1.6214 6,78

Micro Surgery 1.106 4,62

Tensimeter 16.976 70,95

Sterilisator Uap 6.084 25,43

Needle Destroyer Manual 3.526 14,74

Berdasarkan Tabel 3, Ketersediaan sarana IUD KIT sebanyak 21.483 buah dan
jumlah ini baru mencakup 89,79% dari jumlah klinik keseluruhan yang ada.
Sedangkan Implant KIT baru tersedia sebanyak 16.478 buah yang hanya memenuhi
68,87% dari kebutuhan klinik di Indonesia. Untuk Vasektomi KIT dan Minilap KIT,
jumlahnya hanya 1.487 dan 894 buah atau 6,21% dan 3,74% dari jumlah klinik. Dan
sarana untuk konseling hanya tersedia 4.356 buah atau 18,21% dari jumlah klinik,
kondisi tersebut masih jauh dari yang diharapkan dimana setiap klinik minimal
tersedia satu buah peralatan konseling.

Sedangkan untuk sarana pelayanan KB yang dapat dipergunakan seperti meja
ginekologi 65,55% tersebar di klinik KB yang ada. Laparoskopi hanya tersedia di 2,43%
klinik KB yang ada dan laparokator tersedia hanya di 1,61% klinik KB yang ada.
Tensimeter yang dapat digunakan hanya tersedia pada 70,95 % dari klinik yang ada,
padahal alat tersebut seharusnya ada disetiap klinik KB. Sedangkan untuk Ruang
Operasi, Micro Surgery, Sterilisator Uap dan Needle Destroyer Manual hanya
mencakup 6,78%, 4,62%, 25,43% dan 14,74% dari jumlah klinik KB yang ada. Sarana
dan perlengkapan Klinik KB menurut provinsi tahun 2010 dapat dilihat pada Lampiran
6.

Berikut Persebaran sarana dan perlengkapan Klinik KB menurut provinsi yang
dapat dipergunakan :
a. IUD KIT

Di Provinsi Jawa Tengah rata-rata di setiap klinik KB terdapat 2 buah IUD KIT yang
dapat dipergunakan. Provinsi DI Yogyakarta, Gorontalo, Sumatera Barat, DKI
Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Bali,
Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat terdapat 1 -2 IUD KIT di setiap klinik KB di
provinsi tersebut. Namun di Provinsi Papua, Papua Barat dan Kalimantan Tengah
sarana IUD KIT hanya mencakup kurang dari 25% klinik yang ada di provinsi
tersebut.
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Gambar 17. Perbandingan Jumlah IUD Kit Yang Dapat Digunakan Terhadap
Jumlah Klinik Menurut Provinsi Tahun 2010

b. Implant Kit
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Gambar 18. Perbandingan Jumlah Implant Kit Yang Dapat Digunakan
Terhadap Jumlah Klinik Menurut Provinsi Tahun 2010
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Ketersediaan sarana Implant KIT yang masih dapat dipergunakan rata-rata di
setiap klinik KB yaitu 1-2 sarana hanya terdapat di Provinsi Jawa Tengah, DI
Yogyakarta, Kalimantan Selatan dan Sumatera Barat. Sedangkan di Provinsi
Papua, Papua Barat, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah hanya tersebar
kurang dari 25% dari jumlah klinik yang ada.

c. Vasektomi Kit
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Gambar 19. Perbandingan Jumlah Vasektomi Kit Yang Dapat Digunakan
Terhadap Jumlah Klinik Menurut Provinsi Tahun 2010

Jumlah sarana pelayanan Vasektomi KIT masih rendah, bahkan di Provinsi Papua
dan Papua Barat belum terdapat sarana Vasektomi KIT. Ketersediaan saran
Vasektomi KIT paling banyak terdapat di Provinsi Maluku yang telah mencakup
31,9% klinik KB yang ada di provinsi tersebut.

d. Minilap Kit
Seperti Vasektomi KIT, Sarana Minilap Kit yang dapat dipergunakan juga masih
rendah. Minilap Kit belum tersedia pada klinik-klinik KB di Provinsi Papua Barat.
Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Aceh dan Bengkulu hanya mencakup kurang
dari 1 % klinik KB di wilayahnya. Dan Minilap Kit telah tersebar di 33,5% Klinik KB
di Maluku.
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Gambar 20. Perbandingan Jumlah Minilap Kit Yang Dapat Digunakan
Terhadap Jumlah Klinik Menurut Provinsi Tahun 2010

e. Konseling Kit
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Gambar 21. Perbandingan Jumlah Konseling Kit Yang Dapat Digunakan
Terhadap Jumlah Klinik Menurut Provinsi Tahun 2010
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Konseling KIT telah mencakup lebih dari 25% klinik KB di Provinsi Maluku, DI
Yogyakarta, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Maluku Utara dan Nusa
Tenggara Timur. Namun, klinik-klinik KB di Provinsi Papua belum memiliki
Konseling KIT.

f. Meja Ginekologi
Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Bali rata-rata disetiap
klinik KB telah memiliki lebih dari satu meja ginekologi. Dan di Provinsi Sulawesi
Tengah, Kalimantan Tengah, Papua dan Papua Barat klinik KB yang memiliki meja
ginekologi hanya tersebar kurang dari 25 % klinik KB di provinsi tersebut.
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Gambar 22. Perbandingan Jumlah Meja Ginekologi Yang Dapat Digunakan
Terhadap Jumlah Klinik Menurut Provinsi Tahun 2010

g. Laparoskopi
Laparoskopi adalah alat berbentuk teropong untuk melakukan berbagai macam
pemeriksaan/tindakan didalam rongga perut seperti pemotongan saluran telur
pada tubektomi, Pada tahun 2010, persebaran sarana laparoskopi yang masih
dapat dipergunakan dapat dilihat pada Gambar 23. Berdasarkan gambar tersebut,
persentase klinik KB yang memiliki laparoskopi paling banyak terdapat di Provinsi
Maluku yaitu sebanyak 34,7% dari klinik KB yang ada di provinsi tersebut.
Sedangkan di Provinsi Papua Barat belum memiliki laparoskopi.
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Gambar 23. Perbandingan Jumlah Laparoskopi Yang Dapat Digunakan
Terhadap Jumlah Klinik Menurut Provinsi Tahun 2010

h. Laparokator
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Gambar 24. Perbandingan Jumlah Laparoskator Yang Dapat Digunakan
Terhadap Jumlah Klinik Menurut Provinsi Tahun 2010
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Sedangkan Laparoskator belum terdapat pada klinik-klinik KB di Provinsi Papua
Barat, Papua dan Gorontalo. Di Provinsi Maluku Utara laparokator tersebar di
35,5% klinik yang ada. Untuk provinsi-provinsi yang lainnya ketersediaan
laparokator masih sangat rendah yaitu dibawah 6% dari jumlah klinik yang ada.

i. Ruang Operasi

Klinik-klinik KB di Papua Barat belum memiliki Ruang Operasi. Dan ruang operasi
tersebar di 75% klinik KB yang ada di Provinsi Maluku. Secara nasional klinik KB
yang dilengkapi oleh sarana ruang operasi masih rendah yaitu hanya 6,8% klinik
KB saja. Di bawah ini merupakan persebaran persentase klinik yang memiliki
ruang operasi menurut provinsi :
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Gambar 25. Perbandingan Jumlah Ruang Operasi Yang Dapat Digunakan
Terhadap Jumlah Klinik Menurut Provinsi Tahun 2010

j. Micro Surgery
Peralatan micro surgery yang masih dapat dipergunakan tersebar di 44,4% pada
klinik-klinik di Provinsi Maluku. Namun, klinik-klinik KB di Provinsi Papua Barat
dan Papua belum dilengkapi dengan peralatan micro surgery. Berikut gambaran
tentang micro surgery yang masih dapat digunakan.
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Gambar 26. Perbandingan Jumlah Micro Surgery Yang Dapat Digunakan
Terhadap Jumlah Klinik Menurut Provinsi Tahun 2010

k. Tensimeter
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Gambar 27. Perbandingan Jumlah Tensimeter Yang Dapat Digunakan
Terhadap Jumlah Klinik Menurut Provinsi Tahun 2010
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Di Provinsi Sulawesi Barat, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Banten dan Maluku
Utara, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan rata-rata setiap klinik KB
memiliki 1-2 Tensimeter yang dapat dipergunakan. Sedangkan Tensimeter di
Provinsi Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Tengah hanya
tersebar kurang dari 30 % klinik KB yang ada di provinsi tersebut.

l. Sterilisator Uap

Sebayak 86,9% klinik KB di Papua Barat memiliki sterilisator uap yang dapat
dipergunakan. Sedangkan peralatan sterilisator uap yang masih dapat
dipergunakan hanya mencakup kurang dari 5 % klinik KB Provinsi Kalimantan
Tengah, Bengkulu, Bangka Belitung dan Papua Barat. Kondisi tersebut masih jauh
dari yang diharapkan karena secara ideal setiap setiap klinik KB dilengkapi oleh
sterilisator uap.
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Gambar 28. Perbandingan Jumlah Sterilisator Uap Yang Dapat Digunakan
Terhadap Jumlah Klinik Menurut Provinsi Tahun 2010

m. Niddle Destroyer Manual
Niddle destroyer manual atau alat penghancur jarum, telah tersebar di 81,7%
klinik KB di Provinsi Sulawesi Utara dan 80,7% di klinik KB pada Provinsi Papua.
Dan 50% lebih klinik KB telah dilengkapi niddle destroyer manual pada Provinsi
Maluku, Gorontalo dan Sulawesi Barat. Namun, klinik-klinik KB di Provinsi
Kalimantan Tengah, Kalimanatan Timur dan Bengkulu hanya 2% yang dilengkapi
dengan niddle destroyer manual.
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Gambar 29. Perbandingan Jumlah Niddle Destroyer Manual Yang Dapat
Digunakan Terhadap Jumlah Klinik Menurut Provinsi Tahun 2010
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PENUTUP 3

Laporan ini sangat penting untuk melihat data basis potensi memantau pelayanan
dilapangan. Kuantitas dan kualitas laporan Rekapitulasi Data Potensi Klinik di Provinsi
(Rek.Prop.K/0/KB/08) masih perlu ditingkatkan lagi cakupan dan ketepatan waktunya agar
laporan yang diperoleh lebih akurat. Untuk itu kami mohon BKKBN Provinsi agar
meningkatkan cakupan laporan maupun kualitasnya secara tepat waktu. Dan kami mohon
untuk mengirimkan laporan Rek.Prov.K/0/KB/08 jika terdapat data yang tidak sesuai dalam
laporan umpan balik ini. Saran dan kritik dari laporan umpan balik ini sangat diharapkan
untuk meningkatkan kualitas penyediaan data dan penyajian data pada tahun-tahun
berikutnya.





L A M P I R A N


